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ISTANA PASTIKAN 
BANTUAN KORBAN BANJIR 
DITANGANI OPTIMAL
Kepala Kantor 
Komunikasi 
Kepresidenan 
(Presidential 
Communication 
Offi ce/PCO) Hasan 
Nasbi memastikan 
bantuan untuk 
korban banjir di 
kawasan Jakarta, 
Bogor, Depok, 
Tangerang, 
dan Bekasi 
(Jabodetabek) 
ditangani dengan 
optimal oleh badan 
dan lembaga 
terkait.

Jakarta, HanTer -- Me-
nurut Hasan dalam takli-
mat yang disampaikan oleh 
Presiden Prabowo kepada 
Kabinet Merah Putih (KMP) 
disampaikan agar bantuan 
diberikan kepada korban 
banjir sebagai bagian dari 
penanggulangan bencana 
yang saat ini dipimpin pro-
sesnya oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB).

“Pasti akan ditanggulangi 
sebaik-baiknya karena sudah 
ada arahan dari Presiden 
ke badan penanggulangan 
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bencana, BNPB,” kata Hasan 
ditemui di kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Sela-
sa (4/3/2025)

Koordinasi antar anggota 
Kabinet Merah Putih (KMP) 
sudah dilakukan untuk me-
mastikan korban banjir di 
Jabodetabek bisa menda-
patkan penanganan yang 

baik sembari mencari solusi 
agar hujan yang sangat deras 
bisa diatasi sehingga tidak 
menambah titik-titik banjir 
di kemudian hari.

Terkait dengan bantuan 
sosial bagi korban banjir 
Jabodetabek, Menteri Sosial 
Saifullah Yusuf atau Gus 
Ipul saat memberikan per-

nyataan kepada awak media 
menyebutkan Kementerian 
Sosial telah mengucurkan 
bantuan senilai Rp3 miliar 
untuk mendukung penan-
ganan banjir.

Beragam bantuan yang 
telah diberikan meliputi 
kasur, bantal, obat-obatan, 
pakaian untuk dewasa dan 

anak, serta tenda untuk me-
mastikan para pengungsi 
mendapatkan tempat yang 
layak.

Secara khusus terkait 
dengan banjir, Gus Ipul 
menyebutkan bahwa Presi-
den telah meminta seluruh 
pihak, mulai dari aparat pe-
negak hukum hingga relawan 
saling bersinergi untuk me-
nangani bencana banjir yang 
melanda sejumlah wilayah 
Jakarta, Bogor, Depok, Tan-
gerang dan Bekasi.

“Presiden menginstruk-
sikan agar seluruh pihak, 
termasuk TNI, Polri, dan 
relawan, bersinergi dalam 
penanganan bencana. Seperti 
yang selalu terjadi, setiap kali 
ada bencana, seluruh elemen 
bangsa bersatu padu untuk 
memberikan bantuan, mulai 
dari evakuasi, pengungsian, 
hingga tahap rehabilitasi,” 
kata Gus Ipul.

Menanggapi instruksi 
Presiden itu, Gus Ipul juga 
menegaskan bahwa seluruh 
sumber daya pemerintah, 
baik dari Kementerian Sosial, 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat, hingga relawan 
dari berbagai organisasi terus 
bekerja. “BNPB tetap men-
jadi garda terdepan dalam 
penanganan bencana, se-
mentara Kementerian Sosial 
berperan dalam penyediaan 
logistik dan shelter,” ujarnya. 
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Jakarta, HanTer - Wa-
kil Ketua MPR RI Edhie 
Baskoro Yudhoyono (Ibas) 
mengingatkan bahwa pem-
berian tunjangan kinerja 
(tukin) dosen harus segera 
cair karena akan berdampak 
pada kualitas pendidikan 
bangsa Indonesia.

“Sehingga tukin, tunjan-
gan kinerja dosen ASN (apa-
ratur sipil negara) menjadi 
penting. Kita harus ingat, 
bahwa pemberian tukin 
ini akan berdampak pada 
kualitas pendidikan,” kata 
Ibas dalam keterangan yang 
diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disam-
paikan Ibas dalam diskusi 
kebangsaan dengan topik 
“Dosen Sejahtera, Riset Ber-
makna, Pendidikan Ber-
kualitas”, Jakarta, Senin 
(3/3/2025).

Dia menilai kesejahte-
raan dosen yang terpenuhi 
akan memberikan motivasi 

besar bagi para dosen da-
lam mendidik anak-anak 
bangsa.

“Karena kesejahteraan 
dosen yang terpenuhi ber-
hubungan erat dengan mo-
tivasi dosen dalam mendidik 
para generasi muda kita,” 
ujarnya.

Namun, menurut dia, 
masih banyak masalah dan 
kendala dalam proses pem-
berian tukin dosen-dosen di 
Indonesia saat ini.

“Meskipun demikian, 
hingga kini masih terda-
pat banyak kendala dalam 
proses implementasinya, 
mencakup keterlambatan 
pembayaran, ketimpangan 
antara dosen Kemendikbud 
dan dosen Kemenag serta 
tidak meratanya tukin bagi 
dosen yang belum terserti-
fi kasi,” katanya.

Dia lantas membanding-
kan gaji dan tunjangan do-
sen-dosen dari negara lain 

dengan Indonesia.
“Tentu yang lebih maju 

gaji pokok dosen seperti 
bench mark di Australia, 
Singapura, Jepang itu san-
gat tinggi. Di Australia itu 
Rp90 juta, di Singapura 
sekitar Rp70 juta, di Jepang 
sekitar Rp40 juta, semen-
tara Indonesia ini masih 
cukup minimalis,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mendo-
rong dan memberikan per-
hatian untuk memastikan 
agar peningkatan tidak 
hanya dari tukin saja, me-
lainkan kesejahteraan juga 
dirasakan secara berkelan-
jutan.

“Tidak hanya dosen, 
tapi juga TNI, Polri, ASN, 
dan profesi lainnya. Bah-
kan kawan tetangga kita di 
ASEAN saja, Filipina Rp6,9 

juta dan Vietnam Rp6,5 juta, 
lebih tinggi dari Indonesia,” 
ujarnya.

Di sisi lain, dia menyin-
ggung bahwa tidak ada yang 
salah dengan aturan tukin 
dosen, menurut dia kela-
laian dalam penganggaran 
tukin pada periode sebelum-
nya lah yang menjadi salah 
satu akar permasalahannya.

“Saya mendengar dan 
membaca bahwa Menteri 
Pendidikan Tinggi, Sains, 
dan Teknologi (Mendik-
tisaintek) Brian Yuliarto 
menyatakan pihaknya akan 
memfokuskan pembayaran 
tukin dosen tahun ini yang 
telah disetujui nominalnya 
sebesar Rp2,5 triliun oleh 
Badan Anggaran DPR dan 
Kementerian Keuangan,” 
ucapnya.

Menurut dia, menjamin 
kesejahteraan tenaga pen-
didik dosen adalah langkah 
yang sejalan dengan Empat 
Pilar Kebangsaan dan visi 
Astacita pemerintahan Pre-
siden Prabowo.

“Oleh karena itu, pem-
berian tukin harus dilihat 
sebagai bagian dari upaya 
pembangunan pendidikan 
nasional yang lebih baik dan 
lebih sesuai dengan cita-cita 
Pancasila,” ujarnya.

Ibas meyakini Peme-
rintahan Presiden Prabowo 
Subianto memberikan per-
hatikan pada nasib tukin 
para dosen yang menjadi 
pahlawan tanpa tanda jasa 
di bidang pendidikan. Hal 
itu, kata dia, dibuktikan den-
gan perhatian yang diberi-
kan pula pada kesejahteraan 
para hakim.

“Kami harap ekonomi 
Indonesia terus tumbuh, 
ruang fi skal kita cukup me-
ningkat, maka pemerintah 
bisa melakukan revisi ke-
bijakan untuk memberi-
kan perhatian bagi dosen 
yang belum tersertifikasi 
sehingga kesenjangan ke-
sejahteraan dan kualitas 
pengajaran di perguruan 
tinggi Indonesia dapat di-
minimalisir dan kemudian 
dapat lebih dinikmati oleh 
semua,” tuturnya.

Meski demikian, dia me-
nekankan bahwa peningka-
tan kesejahteraan dosen bu-
kan menjadi tanggung jawab 
tunggal pemerintah semata, 
melainkan menjadi sebuah 
upaya bersama pemangku 
kepentingan terkait lainnya.

“Peningkatan kesejah-
teraan dosen bukanlah tan-
ggungjawab tunggal peme-
rintah semata, melainkan 
sebuah upaya bersama yang 
butuh dukungan dan kerja 
sama dari seluruh stakehol-
ders yang berkepentingan, 
di antaranya akademisi, sek-
tor swasta dan masyarakat,” 
ujarnya. 
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Jakarta, HanTer  - Men-
teri Keuangan Sri Mulyani 
mengatakan Presiden RI 
Prabowo Subianto bakal 
mengumumkan langsung 
kepastian mengenai Tun-
jangan Hari Raya (THR) 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Hal itu disebutkan-
nya saat menyambangi Is-
tana Kepresidenan Jakarta, 
Selasa, ketika dikonfi rmasi 
oleh wartawan. “Nanti diu-
mumkan Bapak Presiden, 
kami sedang siapkan. Insya 
Allah segera selesai,” kata 
Sri Mulyani.

Saat ditanya mengenai 
detail THR ASN itu, Sri me-
minta wartawan untuk me-
nanti lebih lanjut informasi 
yang akan disampaikan 
langsung oleh Presiden.

Adapun, dalam kunjun-
gan ke Istana, Sri Mulyani 
menyebutkan pihaknya 
dijadwalkan bertemu Presi-
den untuk melakukan rapat 
internal membahas men-
genai persiapan Anggaran 
Pendapatan Belanja Ne-
gara (APBN) untuk 2026.

Terkait dengan THR 
ASN, sebelumnya pada Ka-
mis (6/2), Menteri Keuan-
gan Sri Mulyani Indrawati 
memberi sinyal bahwa gaji 
ke-13 dan 14 (tunjangan 
hari raya/THR) bagi apa-

ratur sipil negara (ASN) 
tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, 
Sri Mulyani menyatakan 
pihaknya telah menyiapkan 
anggaran untuk gaji ke-13 
dan 14 bagi ASN. Namun, ia 
tak merinci besarannya. Ia 
juga menyebut proses per-
siapan gaji 13 dan 14 tetap 
berlanjut. Menkeu memin-
ta publik untuk menunggu 
pengumuman lebih lanjut 
soal perkembangan gaji ke-
13 dan 14 bagi ASN.

Hal ini juga diperkuat 
oleh Kepala Kantor Ko-
munikasi Kepresidenan 
Hasan Nasbi menegaskan 
bahwa gaji ke-13 dan 14 
(tunjangan hari raya/THR) 
bagi aparatur sipil negara 
merupakan hak yang akan 
tetap dibayarkan.

Ditemui di Jakarta, 
Jumat (7/2), pernyataan 
Hasan tersebut menangga-
pi isu pemerintah berenca-
na menghapus THR dan 
gaji ke-13 ASN pada tahun 
2025, sebagai tindak lan-
jut dari efi siensi anggaran 
APBN 2025 dalam Inst-
ruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
2025 serta Surat Menteri 
Keuangan Nomor S-37/
MK.02/2025.
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